PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJUKERTG

NOMOER 4 TAHUN 1989
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN TAN BELANJA DABRAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN ANGGARAN 1989/1930

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

v WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat II Mojekerto Tahun Anggaran
1989/1996 sebagai landasan formalnya periu ditetap-
kan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64
ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

1. Undang-undang Nomor % Tahun 1974 tentang Pokok-po
kok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang Komor 17 Tahun 1950 tTentang Pemben
tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Ferubahan Batas Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor % Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Ke
uangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 187% tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penvusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah

h

Keputusan FPresiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Cara Penyediaan dan Penvaluran 3Subsidi Gaji dan
Pensiun bagi Daerah Otonom

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomocr 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penvusunan Anggar
an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta
ta Usaha Keuangan Daerah dan Penvusunan Perhitung
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

=]

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Woamor 11 Tahun
1978 +tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Ke
nangan Jdan Materiil Daevah
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Peraturan penterl Dalam Negeri Nemor 8 Tahun 1978
tentarng Penerimaan Sumbangan Pihak kKetiga Kepada
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang pPelaksanaan Pengelola Barang dan Materiil
Dacrah :

Peraturan enterl Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pengurusan PFPengurusan Pendapatan [Daerah
Hasil Pajak Buml dan Banguanan

Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 300-09%

Tahun 1980 tanggal 2 April L1980 Manual Administra
s1i Keuangan Negara :

Keputusan ™Menteri Diawm Negeri Nomor 570-360 tang
gal 28 Oktober 1981 tentang Program Pemwbinaan Ang
garan Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-883
tahun 1981 tanyggal 24 Desember 1981 tentang Manu
al Administrasi Pendapatan Negara

Keputusan Menceri Dalam Negerl homor 94 Tahun
1484 tentang Langkah Pertama Pensinkronisaslan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Ang
garan Pendapatan dan Belanja Negara :

Keputusan fFenteri Dalam Negeri Nomor S03-1319
tanggal 1% September 1985 tentang Penvempurnaan
Keputusan “enteri Dalam ¥Negeri Nomor 903-€03
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Be
lanja Daarabhe

Keputusan Menteri Dalam Negeril Nemor 51 Tahun
198% tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pe
ngelolaan Fendapatan Daerah Hasil FPajak dan
Bangunan ;

Keputusan Menceri Dalam Negeri Nomor 9303-26%
tangyal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Benituk
dan  Susunan  Tata Usaha Keuangan Daerah serta
Perhitungan Ahggaran Pendapatan  dan Belanja
Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri RNomar 903-379
tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaasil  Sistem
Digitv <dalalm Pelaksanaan Anggaran TPendapatan dan
Belanja Dasran serta Petunjuk Tehnik Tata Usaha
Keuangan Daerah H

repulusan  Menterl Dalam  Negerd NOMOT S03-057
tangga: 19 Januari 1988 tftentang Penvenpurnaan Ben
tuk dar Susunan pendapatan Daerah H



FPERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJUKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1989

TENTANG

ANGGARKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 198971390

o
ErE s

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

v WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat II Mojokerte Tahun Anggaran
1989/1990 sebagai landasan formalnya perlu ditetap-
kan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64
ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokoK-po
Kok Pemerintabhan d¢di Daerah

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang FPemben
tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

3. Peraturan FPemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Mojokerto

4. Peraturan Pemerintah Nemor 5 Tahun 1%75 tTentang
Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Ke
uangan Daerah ;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1575 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penvusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

[= 2

Keputusan Presiden Nomor 2Z Tahun 1984 tentang
Cara FPenyvediaan dan Penvaluran Subsidi Gaji dan
Pensiun bagi Daerah Otonom

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggar
an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta
ta Usaha Kewancgan Daerah dan Penvusunan Perhitung
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1978 +tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugl Ke
nangan lan Materiil Daerah
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Feraturan senteri Dalam Negeri Womor 8 Tahun 1978
tentang Penerimaen Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah

Peraturan dMenteri Dalam Negerl WNomor 4 Tahun 1979
tentang Pelaksanaan Pengelola Barang dan Materiil
Dacrail b

Peraturan Menteri Dalam Negeril Nomor 4 Tahun 198%
tentang Pengurusan Pengurusah Pendapatan [Daerah
Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099
Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 Manual Administra
s1 Keunangan Negara ;

Keputusan Menteri Dlam Negeri Nomor 570-360 tang
gal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Ang
garan Daevah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeril Nomor 970-893
tahun 1581 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manu
al Administrasi Pendapatan Negara

Keputusan Menteri Daliam Negeri Nomor 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeranh dengan Ang
garan pPendapatan dan Belanja Negara :

Keputusan ‘lenteri Dalam Negeri Nomor 903-1319
tanaqgal 19 September 1985 fentang Penyempurnaan
Keputusan Menterli Dalam Negeri Nomor 903-603
tentanyg Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Be
lanja uvaarah H

Keputusan Menteri ©Dalam Negeri Nomor 51 Tahun
1$6% tanggal 31 Desember 1985 tentang Fetunjuk Pe
ngelolaarn Pendapatan Daerah

Bangunan ;

Hasill FPajak dan

Keputusan Mentoeri Dalam Negeri ~komor 903-269
tangyal 3 Maret 1986 Tentang Penvempurnaan Bentuk
dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta
Ferhitungan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah H

Keputusan Menceri Dalam  kegeri  Nomor 903-379
tanggal 11 April 1%87 tentang Penggunaan Sislem
Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan
Belanja Daervab serta Petunjuk Tehnik Tata lsaha
Keuangan Daevah :

Keputusan Menteri Dalawm wNegeri  HNomor  303-057
tangga® 19 Jdanuari 1488 tentang Penvempurnaan Ben
tuk dar Susunan Pondapatan Daerah H



Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan FRakyat Daeran Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto.

Menetapkan

-
*

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DARRAH TINGKAT I1 MOJOKER
TO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TI TT MOJOKERTO TAHUN
ANGGARAN 1989/1990.

o

Pasal 1
Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat IT Mojokerto Tahun Anggaran

1989/199C, sebesar Ep. 7.414.307.400,~ terdiri dari

a. PENDAPATAN . =

Pendapatan, sebesar .......--. Ep. 3.414.307.400,-
. BELANJA H

Eutin sebesar ... Rp. 2.454.714.000,~

Pembangunan, Ssebesar Rp. $59.583.400, -

Rp. 3.414.307.400,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1388/1990, sebe
sar Rp. 1.613.074.400,- yang terdiri dari

a. PENDAFATAN
pendapatan, sebesar .......-- Rp - 1.631.074.400,~

. BELANJA
Rutin, sebesar ... Ep. 1.631.074.400, -
Pembangunan, sebesar Rp. Nihil

Pasal 3

{1y Rincian dari Ketentuan dalam pasal 1 Peraturan
Daerah ini dimuat lampiran A ¢

{2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut

dalam pasal 1 dan pasal Z Peraturan Daerah 1ini
dimuat dalam lampiran A.T, A.II/R dan A.IL/P :

{(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat
{i) dan (2) pasal ini merupakan baglan vang
tidak terpisahikan dari Peraturan daerah ini.



Pasal 4

Peraturan Daeranh 1ini mulai beriaku pada tftanggail
diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1989/1990C.

Mojokerto, 30 Maret 15869

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DALRAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. vitd.
ACHMAD SOCHIB WADIJONG, SH.

NIP. 010 05% 315
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 10 Mei 198% Nomor 136/F Tahun
1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilavah/Daerah
{bidang Femerintahan)
Cap Tttd.
brs. SOEDJITO
NIF. 010 016 47

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadva Daerah Tingkat
I Mojokerto tahun 1989 Seri C pada tanggal 20 Juni
1989 Nomor 3/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1
MOJdOoOKETZ RTO
Sekretaris Xotamadya Daerah
Cap. ttd.
Drs, B O 1 M T N
NIP. 010 045 241




